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PUTUSAN
Nomor 0539/Pdt.G/2017/PA.Bn

ZolE :
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

. mur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma Il
alamat | I

Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;
melawan
_, umur 48 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, alamat _
-

- Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para

saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 3
Agustus 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0539/Pdt.G/
2017/PA.Bn, tanggal 3 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat
dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu 28 Februari 1999 di

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Teluk Segara, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:
556/50/I/1999 tanggal 29 Februari 1999 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina

rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di _
.
_, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 4 tahun, dan terakhir
pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan May Salim Batu Bara No.
50, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara,
Kota Bengkuu, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

bernama;

- . . 18 tahun (28 Juli 1999);

- . (U 15 tahun (15 Oktober 2001);

- . . 14 tahun (07 Juli 2003);

- I 12 tahun (30 Mei 2005);

- . U6 tahun (20 Desember 2010);

Kelima anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis selama kurang lebih 10 tahun, namun sejak tahun 2009
Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang
disebabkan;

a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak untuk anak dan
Penggugat;

b. Tergugat tidak mau bekerja;

c. Tergugat sering bermain judi;

5. Bahwa, pada November 2015 terjadi puncak perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Penggugat menyuruh
Tergugat untuk menagih uang yang dihutang adik Penggugat, tetapi
setelah itu Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah dan 4 bulan
kemudian Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan mau

pulang kerumah, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dan sudah
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memutuskan untuk bercerai saja, hingga saat ini, dan diantara Penggugat
dan Tergugat masih ada komunikasi namun hanya sebatas masalah anak;

6. Bahwa, diantara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh
pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia tidak
mungkin akan terwujud lagi, sehingga Penggugat telah berketetapan hati
untuk bercerai dari Tergugat;

8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan
diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini
memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat _
) crhadap ()

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 0539/Pdt.G/2017/PA.Bn. tanggal 10 Agustus 2017 dan Nomor
0539/Pdt.G/2017/PA.Bn. tanggal 23 Agustus 2017, yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya
untiuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat, Nomor 556/50/111999 tanggal 29 Februari 1999,
yang dikelarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota
Bngkulu, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata sama lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah menghadirkan

dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. _ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, Pendidikan , alamat [N EREEEEE
I <ota

Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bibik
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang
anak, yang saat ini semua anak tersebut ada dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan damai, tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 10
(sepuluh)y tahun mereka sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau mencari nafkah
sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

terpenuhi, dan Tergugat juga sering bermain judi;
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- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat yang pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama, yang hingga sekarang
tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah memberi
nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat
agar mau bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat;

2. _ umur tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, Pendidikan , alamat [N EREEEEE
I < ota

Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bibik
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang
anak, yang saat ini semua anak tersebut ada dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan damai tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 10
(sepuluh) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, karena Tergugat
malas bekerja, dan Tergugat juga sering bermain judi;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
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tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Tergugat dan Penggugat
agar mau bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti
yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa
Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;
Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim

menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha
menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan
Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai
Gugat terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat
dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan
anak-anak, Tergugat juga tidak mau bekerja mencari nafkah, disamping itu
Tergugat sering bermain judi;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
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bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirmya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya
Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi diberi kode (P), dan dua
orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpabh;

Menimbang, bahwa alat bukti (P), adalah berupa foto copy Kutipan
Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dimana alat bukti tersebut
telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan
maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun
1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Terif Bea
Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya
secara formil dapat diterima sebagai alat bukii;

Menimbang, bahwa alat bukti (P), tersebut merupakan akta otentik
karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat
bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian
maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan
perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku
hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan
keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana
dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2)
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya
perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan
masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap
cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan
saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan
orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian
dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus
sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya
telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang
disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas,
mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta
berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian
saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara
ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga
negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai
mana dalam gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undantg Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
merupakan wewenag absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa
Penggugat berdomisili di Jalan May Salim Batu Bara No. 50, RT. 005 RW.
002, Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu,
dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undantg Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk bidang

tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan
dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka
berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling
berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang
telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat
dengan alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka
Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai
berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 5
(lima) orang anak, dan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai,
namun setelah berjalan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang selalu kekurangan, dimana
Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, dan Tergugat juga
sering mermain judi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih
kurang 2 (dua) tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah bersatu kembali;

- Bahwa selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
wajib kepada Penggugat;
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- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar
mau bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut
diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan
antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih
kurang 2 (dua) tahun berturut-turut tidak pernah bersatu kembali, dan selama
pisah tersebut antara Tergugat tidak pernah memberikan natkah wajib kepada
Penggugat, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan
mereka tetapi tidak berhasil, dan saat ini keluarga Penggugat sudah tidak
sanggup lagi mendamaikan mereka, serta Penggugat sudah berketetapan
hati mau bercerai dengan Tergugat dengan demikian maka dasar-dasar dan
tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompiasi Hukum Islam dan Al Qur'an
Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu guna membentuk keluarga sakinah, mawaddabh,
warohmabh, telah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan
telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149
R.Bg., karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek dan
dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
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tetap kepada Pegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Teluk Segara Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( EGcNzGGEG
) <rhadap Penggugat (N

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Teluk Segara
Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari
Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07
Zulhijjah 1438 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Syamsuddin, M.H. sebagai
Ketua Majelis, Drs. Riduan Ronie Coprin dan Drs. Sarijan Md., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
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dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Andriani, S.H,
M.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa
hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota | Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin Drs. Syamsuddin, M.H.
Hakim Anggota I

Drs. Sarijan Md., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H, M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

L Biaya Pendaftaran  Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x : Rp  60.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x : Rp 120.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
6. Biaya Materai © Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
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